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PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 9 TAHUN 2026 

TENTANG 

PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, 
 
 

Menimbang : a.  bahwa untuk mengoptimalkan penyelesaian penaataan 
pengelolaan sumber daya manusia aparatur di instansi 

pemerintah, perlu melakukan penyesuaian terhadap tata 
kelola dan manajemen pegawai non- Aparatur Sipil Negara 
yang bekerja pada instansi pemerintah; 

b.    bahwa amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 
tentang Aparatur Sipil Negara mengenai penyelesaian 
penataan pegawai non-Aparatur Sipil Negara yang bekerja 

pada instansi pemerintah memerlukan pengaturan teknis 
dalam ruang lingkup kewenangan Menteri; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi tentang Pegawai Pemerintah dengan 

Perjanjian Kerja Paruh Waktu; 

 
Mengingat :   1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 

2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 
Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6994); 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur 
Sipil Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6897); 

SALINAN 
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4. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2024 tentang 
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2024 Nomor 374);  

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 66); 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR 

NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PEGAWAI 
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU.  

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:  

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN 
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada 
instansi pemerintah. 

2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut 

Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai 
pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat pejabat 
pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu 

jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya 
dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. 
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 

tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh 
pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan 

pemerintahan. 
4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang 

selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara 

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat 
berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu 
dalam pemerintahan. 

5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu 
yang selanjutnya disebut PPPK Paruh Waktu adalah 

warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, 
yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka 
waktu tertentu dalam pemerintahan dan merupakan hasil 

seleksi pengadaan ASN tahun anggaran 2024 yang 
memenuhi kriteria. 

6. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang 
mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, 
pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan 

pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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7. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB 
adalah pejabat yang mempunyai kewenangan 

melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan 
pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

8. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi 
daerah. 

9. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah 

nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan 
kesekretariatan lembaga nonstruktural. 

10. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan 
perangkat daerah kabupaten/kota. 

11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang aparatur negara dan suburusan 
pemerintahan reformasi birokrasi yang merupakan 
lingkup urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. 

12. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat 
BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang 

diberi kewenangan melakukan perumusan dan penetapan 
kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan 
pelayanan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan 

teknis Manajemen ASN.  
 

BAB II 
PENGADAAN 

 

Bagian Kesatu 
Pengadaan 

 

Pasal 2 
Pengadaan PPPK Paruh Waktu dilaksanakan untuk:  

a. penyelesaian penataan pegawai non-ASN; 
b. pemenuhan kebutuhan ASN di lingkungan instansi 

pemerintah; 

c. memperjelas status pegawai non-ASN untuk mengisi 
jabatan ASN; dan 

d. peningkatan kualitas pelayanan publik untuk 
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan 
pelayanan kepada masyarakat. 

 
Pasal 3 

Pengadaan PPPK Paruh Waktu dilaksanakan untuk mengisi 

kebutuhan pada jabatan nonmanajerial sebagai berikut: 
a. Guru; 

b. Dosen; 
c. Tenaga Kesehatan; 
d. Pengelola Umum Operasional; 

e. Operator Layanan Operasional; 
f. Pengelola Layanan Operasional; dan 

g. Penata Layanan Operasional. 
 

Pasal 4 

Pengadaan PPPK Paruh Waktu dilakukan berdasarkan hasil 
seleksi pengadaan ASN tahun anggaran 2024. 
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Pasal 5 

Pengadaan PPPK Paruh Waktu dilaksanakan dengan kriteria 

sebagai berikut: 

a. pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data 

(database) pegawai non-ASN pada BKN yang telah 
mengikuti seleksi calon PNS tahun anggaran 2024 namun 

tidak lulus;  
b. pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data 

(database) pegawai non-ASN pada BKN yang telah 

mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK tahun anggaran 
2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan; 

dan  
c. pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi 

PPPK tahun anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi 
lowongan kebutuhan. 

 

Pasal 6 
Pengadaan PPPK Paruh waktu sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 dilaksanakan untuk 1 (satu) kali penetapan kebutuhan 

PPPK Paruh Waktu oleh Menteri.  
 

Pasal 7 
(1) Status kepegawaian PPPK Paruh Waktu ditetapkan 

sebagai pegawai ASN pada Instansi Pemerintah. 

(2) PPPK Paruh Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diberikan nomor induk PPPK/nomor identitas Pegawai 
ASN. 

 
Pasal 8 

Instansi Pemerintah yang belum menyelesaikan pengadaan 

ASN tahun anggaran 2024, pengadaan PPPK Paruh Waktu 

dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: 

a. Pejabat Pembina Kepegawaian mengusulkan rincian 
kebutuhan PPPK Paruh Waktu kepada Menteri 
berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5; 
b. rincian kebutuhan PPPK Paruh Waktu bagi pegawai non-

ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan 
huruf b wajib diusulkan seluruhnya oleh Pejabat 
Pembina Kepegawaian; 

c. Menteri menetapkan rincian kebutuhan PPPK Paruh 
Waktu pada setiap Instansi Pemerintah; 

d. rincian kebutuhan PPPK Paruh Waktu terdiri atas 

kebutuhan jumlah, jenis jabatan, kualifikasi pendidikan, 
dan unit penempatan; 

e. Pejabat Pembina Kepegawaian mengusulkan nomor 
induk PPPK/nomor identitas pegawai ASN kepada 
Kepala BKN paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah 

mendapatkan penetapan rincian kebutuhan PPPK Paruh 
Waktu dari Menteri; 

f. Kepala BKN menetapkan nomor induk PPPK/nomor 
identitas pegawai ASN;  

g. nomor induk PPPK/nomor identitas pegawai ASN 

sebagaimana dimaksud dalam huruf f disampaikan 
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kepada Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat 7 
(tujuh) hari kerja; dan 

h. Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan 
pengangkatan PPPK Paruh Waktu sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal 9 

Dalam hal pegawai non-ASN diusulkan menjadi PPPK Paruh 

Waktu tetapi dikemudian hari: 
a. mengundurkan diri; 

b. tidak menyampaikan kelengkapan dokumen sampai 
dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Kepala BKN; 
atau 

c. meninggal dunia,  
Pejabat Pembina Kepegawaian membatalkan proses 
pengangkatan pegawai non-ASN. 

 
Bagian Kedua 

Pengangkatan 
 

Pasal 10 

Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan pengangkatan 
PPPK Paruh Waktu sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur mengenai pengangkatan 
PPPK. 
 

Pasal 11 
Pejabat Pembina Kepegawaian di Instansi Pusat dapat 
memberikan kuasa kepada pejabat pimpinan tinggi madya 

yang membidangi kesekretariatan untuk menetapkan 
pengangkatan PPPK Paruh Waktu sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 8 huruf h. 
 

BAB III 

PERJANJIAN KERJA 
 

Pasal 12 
PPPK Paruh Waktu yang telah diangkat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 huruf h melaksanakan tugas jabatan 

berdasarkan perjanjian kerja. 
 

Pasal 13 

Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 paling 
sedikit memuat: 

a. tugas; 
b. target kinerja; 
c. masa perjanjian kerja; 

d. hak dan kewajiban; 
e. larangan; dan 

f. sanksi. 
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Pasal 14 
Masa perjanjian kerja PPPK Paruh Waktu ditetapkan setiap 1 

(satu) tahun yang dimuat dalam perjanjian kerja sampai 
dengan diangkat menjadi PPPK. 
 

Pasal 15 
Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan jangka waktu 
bekerja dan jam kerja PPPK Paruh Waktu sesuai dengan 

karakteristik pekerjaan. 
 

Pasal 16 
Penetapan pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
8 huruf h dijadikan sebagai dasar dimulainya masa perjanjian 

kerja PPPK Paruh Waktu dengan Instansi Pemerintah. 
 

Pasal 17 

(1) PPPK Paruh Waktu melakukan perencanaan kinerja 
untuk menyusun sasaran kinerja pegawai sesuai dengan 

target dalam perjanjian kerja. 
(2) Evaluasi kinerja periodik (bulanan atau triwulanan) dan 

tahunan PPPK Paruh Waktu dilakukan berdasarkan 

capaian kinerja organisasi. 
(3) Perencanaan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
mengacu pada ketentuan pengelolaan kinerja yang 
berlaku bagi Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
(4) Hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) digunakan sebagai pertimbangan perpanjangan 

perjanjian kerja atau pengangkatan menjadi PPPK. 
 

BAB IV 
HAK DAN KEWAJIBAN 

 

Bagian Kesatu 
Umum 

 
Pasal 18 

PPPK Paruh Waktu mempunyai hak dan kewajiban yang 

dimuat dalam perjanjian kerja dan dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

Bagian Kedua  
Hak 

 
Pasal 19 

PPPK Paruh Waktu diberikan hak berupa penghasilan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Bagian Ketiga 
Kewajiban 

 
Pasal 20 

PPPK Paruh Waktu memiliki kewajiban sebagai berikut: 

a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah; 

b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; 
c. melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode 

perilaku ASN; dan 
d. menjaga netralitas. 
 

BAB V 
PEMBERHENTIAN 

 

Pasal 21 
PPPK Paruh Waktu diberhentikan apabila: 

a. diangkat menjadi PPPK atau calon PNS; 
b. mengundurkan diri; 
c. meninggal dunia; 

d. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945; 
e. mencapai batas usia pensiun jabatan dan/atau 

berakhirnya masa perjanjian kerja; 

f. terdampak perampingan organisasi atau kebijakan 
pemerintah; 

g. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak 

dapat menjalankan tugas dan kewajiban; 
h. tidak berkinerja; 

i. melakukan pelanggaran yang berdampak pada 
pemberhentian sesuai dengan perjanjian kerja; 

j. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) 

tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
memiliki kekuatan hukum tetap; 

k. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap 
karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau 

tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan 
jabatan; dan/atau 

l. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. 

 
Pasal 22 

Dalam hal PPPK Paruh Waktu mengajukan pindah instansi, 
yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri. 
 

Pasal 23 
(1) Dalam hal terjadi perampingan organisasi atau kebijakan 

pemerintah sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf 
f, PPPK Paruh Waktu yang kompetensinya masih 
dibutuhkan dan perjanjian kerja yang bersangkutan 

belum berakhir maka akan dipindahkan di unit yang 
membutuhkan sesuai dengan kompetensinya. 

(2) Penyesuaian unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
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dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian setelah 
mendapat persetujuan Menteri. 

 
BAB VI 

PENGALIHAN PPPK PARUH WAKTU MENJADI PPPK 

 
Pasal 24 

(1) Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mengusulkan 

pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK 
berdasarkan pertimbangan ketersediaan anggaran dan 

hasil penilaian/evaluasi kinerja. 
(2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan untuk mengisi lowongan kebutuhan pada 

Instansi Pemerintah tempat PPPK Paruh Waktu bekerja. 
 

Pasal 25 

Pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) 
dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 

a. Pejabat Pembina Kepegawaan mengusulkan rincian 
kebutuhan PPPK kepada Menteri; 

b. Menteri menetapkan rincian kebutuhan PPPK pada setiap 

Instansi Pemerintah; 
c. Rincian kebutuhan PPPK terdiri atas kebutuhan jumlah, 

jenis jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit 
penempatan; 

d. Pejabat Pembina Kepegawaian mengusulkan perubahan 

status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK kepada Kepala 
BKN paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah mendapatkan 
penetapan rincian kebutuhan PPPK dari Menteri; 

e. Kepala BKN menetapkan pertimbangan teknis perubahan 
status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK; dan 

f. Pejabat Pembina Kepegawaan menetapkan pengangkatan 
PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

 
BAB VII 

KETENTUAN LAIN-LAIN 
 

Pasal 26 

(1) PPPK Paruh Waktu dapat melamar pada pengadaan: 
a. PNS; dan/atau 
b. PPPK. 

(2) PPPK Paruh Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
wajib mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembina 

Kepegawaan atau pejabat yang berwenang. 
(3) PPPK Paruh Waktu yang dinyatakan lulus seleksi pada 

pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 

diangkat dan ditetapkan sebagai calon PNS oleh Pejabat 
Pembina Kepegawaan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
(4) PPPK Paruh Waktu yang dinyatakan lulus seleksi pada 

pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 

diangkat dan ditetapkan sebagai PPPK oleh Pejabat 
Pembina Kepegawaan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
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(5) Dalam hal calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) atau PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang 

akan diangkat berkedudukan sebagai PPPK Paruh Waktu, 
yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai PPPK 
Paruh Waktu sebelum penetapan Pejabat Pembina 

Kepegawaian.  
 

BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 27 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.  
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 
 
 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 19 Juni 2026 
 

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR 
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  

REPUBLIK INDONESIA, 
 

ttd 

  
RINI WIDYANTINI 

 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 26 Juni 2026 

 
DIREKTUR JENDERAL 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, 
 

           ttd 
 
DHAHANA PUTRA 

 
 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 425 

 
 

 
Salinan Sesuai Dengan Aslinya 

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 

DAN REFORMASI BIROKRASI 
Plt. Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum 

 
 

 

 
 
 
 

                Sri Rejeki Nawangsasih 
 


